
 

 
 

 
 
 

 
 

 
BUPATI MURUNG RAYA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA 

NOMOR 1 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MURUNG RAYA, 

 
Menimbang  :  a.   bahwa dengan adanya keterlambatan penetapan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024, disebabkan karena Keputusan 
Gubernur Kalimantan Tengah tentang Hasil Evaluasi 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Murung Raya sampai 
dengan dimulainya Tahun Anggaran 2024 belum 

diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung 
Raya; 

  b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 110 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, dalam hal penetapan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami 
keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan 
pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar 

seperduabelas setiap bulan jumlah pengeluaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran sebelumnya hanya untuk mendanai keperluan 
mendesak sesuai ketentuan perundang-undangan; 

  c. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri 

Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda tanggal 4 Desember 
2023, hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, angka 7 huruf l, 

bagi daerah yang terlambat menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah 

dimulainya tahun anggaran, agar segera menetapkan 
peraturan kepada daerah mengenai pelaksanaan 

pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar 

SALINAN 



 

seperduabelas jumlah pengeluaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, 

dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 
141 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019; 

  d. bahwa dengan memperhatikan hasil konsultasi dan 
koordinasi Pemerintah Daerah dengan Direktorat 

Jendral Bina Keuangan Daerah dan Inspektorat Jendral 
Kementerian Dalam Negeri untuk diterbitkan peraturan 
kepala daerah tentang Pengeluaran Kas Mendahului 

Penetapan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024; 

  e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pengeluaran Kas mendahului penetapan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

  

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 
Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur 
Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 

 



 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157);  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 
Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Murung Raya Nomor 42); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Murung Raya Nomor 16); 



 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS 
MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

 
Pasal 1  

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Murung Raya. 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyeleggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Murung Raya. 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada 

Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang 
Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.  
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya  

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 
daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 
berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.  

10. Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 
daerah. 

11. Pejabat Pengelolaan Keuangan adalah Pejabat SKPD 

yang dilimpahkan oleh Bupati sebagian atau 
seluruhnya kekuasaannya berupa perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertangunggjawaban, serta pengawasan 
Keuangan Daerah  yang ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati.  
 



 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung 
Raya. 

13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 

Daerah. 
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

15. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang 

dibutuhkan secara terus menerus dan harus 
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah 
yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun 

anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan 
belanja barang  dan jasa. 

16. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk 
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan 
Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, 

kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak 
ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga 
pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.   

17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang 
berisi 1(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan 
oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat 

yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang 
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja 
perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari 
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik 
yang berupa personil atau sumber daya manusia, 

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 
atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis 

sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk 
menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

19. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan 

pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden 
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat. 

20. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk 
memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 

21. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat 

SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya 
dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan 

pembayaran atas pelaksanaan APBD. 
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah dokumen yang digunakan untuk 

penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban 
pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD. 



 

23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan 

sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD. 
 

Pasal 2  

(1) Dalam rangka pelaksanaan belanja daerah mendahului 
penetapan APBD Tahun Anggaran 2024, ditetapkan 

anggaran pengeluaran kas bulanan sebesar paling 
tinggi seperduabelas jumlah pengeluaran APBD Tahun 
Anggaran 2023 sebagai dasar pengeluaran kas setiap 

bulannya. 
(2) Pengeluaran kas setiap bulan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai 

keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 3    

(1) Jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2023 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar                                    
Rp 2.026.566.053.349,80 (Dua Triliun Dua Puluh 
Enam Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima 

Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan 
Rupiah Delapan Sen). 

(2) Anggaran pengeluaran kas bulanan sebesar paling 
tinggi seperduabelas sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 2 ayat (1) dengan perhitungan pagu jumlah 

pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibagi 12 (dua belas), maka 

anggaran belanja pengeluaran kas setiap bulan paling 
tinggi ditetapkan (1/12 X Rp 2.026.566.053.349,80) =                                     
Rp 168.880.504.445,82 (Seratus Enam Puluh Delapan 

Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus 
Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah 
Delapan Puluh Dua Sen). 

(3) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan plafon anggaran yang didistribusikan 

kepada seluruh SKPD secara proposional sesuai 
dengan kebutuhan setiap bulannya dan merupakan 
Batasan belanja maksimal perbulan. 

 
Pasal 4  

(1) Pagu anggaran belanja pengeluaran kas setiap bulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibatasi 
hanya untuk mendanai keperluan mendesak. 

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia 
dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja 
yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali 

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau 



 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda 
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. 
(3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang 

dibutuhkan secara terus-menerus dan harus 
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah 

yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun 
anggaran yang berkenaan, diantaranya : 
a. Belanja Pegawai, meliputi : 

1)  Belanja gaji dan tunjangan yang diberikan 
kepada Aparatur Sipil Negara termasuk 
tambahan penghasilannya; 

2)  Belanja Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan 

penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 

3)  Belanja Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD. 

b. Belanja Barang dan Jasa yang terdapat dalam 

subkegiatan : 
1)  Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 

2)  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 
3)  Fasilitasi Kunjungan Tamu; 
4)  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD; 
5)  Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 

6)  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik; 

7)  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; 

8)  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 

9)  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan. 
(4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b adalah belanja untuk 

terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan 
pelayanan dasar masyarakat antara lain : 

a. Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan; 
b. Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan; 
c. Pelayanan Dasar Bidang Infrastruktur; dan 

d. Kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

(5) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda 

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d antara lain 
kegiatan pemerintah daerah yang apabila tidak 
dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat 

dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintahan 
Daerah. 

 



 

(6) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dan (5) harus dilakukan review terlebih dahulu 

oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya selaku 
Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten 
Murung Raya. 

 
Pasal 5    

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
dapat dilampaui apabila terdapat : 
a. Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan 

tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau 
b. Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, 
dapat menggunakan Pengeluaran Kas Mendahului 

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 setelah ditetapkan melalui 
Keputusan Bupati. 

 
Pasal 6    

Penyediaan dana untuk kebutuhan belanja yang bersifat 

mengikat dan belanja yang bersifat wajib disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari SPD Tahun Anggaran 
berkenaan. 

 

Pasal 7   

Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran 

mengajukan SPM kepada pejabat yang melaksanakan 
fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D. 

 

Pasal 8  

Dalam rangka melaksanakan Anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan pejabat pengelolaan 

keuangan  pada SKPD dan SKPD yang melaksanakan unsur 
penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan 

daerah selaku SKPKD sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

  

Pasal 9    

Pejabat pengelola keuangan pada SKPKD dan SKPD yang 

melaksanakan penatausahaan dalam rangka 
merealisasikan pengeluaran kas mendahului penetapan 
APBD Tahun Anggaran 2024 adalah Pejabat Pengelola 

Keuangan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati.  

 

 
 

 
 
 

 
 



 

Pasal 10  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 
2024 sampai dengan tanggal ditetapkannya Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung 
Raya. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2024 NOMOR 177. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Diundangkan di Puruk Cahu 

pada tanggal  11 Januari 2024  
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MURUNG RAYA, 
 

ttd 

 

RUDIE ROY 

Ditetapkan di Puruk Cahu 
pada tanggal 11 Januari 2024 

 
Pj. BUPATI MURUNG RAYA, 

 

ttd 

 

HERMON 
 
 

 
 


